
BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR360/Kep.554-BPBD/2021

TENTANG

PENETAPANSTATUSSIAGADARURATBENCANAKEKERINGAN,KEBAKARAN
HUTANDANLAHANDI KABUPATENMAJALENGKA

Menimbang

BUPATIMAJALENGKA,

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana
kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di musim
kemarau, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan darurat
bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan,
sehingga semua unsur terkait mampu mempersiapkan
penanggulangan bencana terse but sesuai dengan
standar dan prosedur kesiapsiagaan;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Bogor,
Nomor KL.00.Olj062jKBGR/VIj2021 tanggal 4 Juni
2021 perihal Informasi Perkembangan Musim Kemarau
2021 Provinsi Jawa Barat telah menginformasikan
terkait kondisi cuaca dan iklim di wilayah Jawa Barat,
termasuk informasi mengenai Musim Kemarau 2021 di
wilayah Kabupaten Majalengka;

c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1Tahun 2021
tanggal 31 Mei 2021 ten tang Kesiapsiagaan Menghadapi
Ancaman Bencana perlu meningkatkan kapasitas
kesiapsiagaan bencana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta
sebagai pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 10Tahun 2008 tentang
Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana, maka
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran
Hutan dan Lahan di Kabupaten Majalengka.
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1. Undang-Undang NomoI' 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang NomoI' 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
KaQ\lP;:tten S\lQmg ctengm MengtJQfili Unct;:tng-Vnct;:tng
NomoI' 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
NomoI' 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomoI'2851);

2. Undang-Undang NomoI' 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 NomoI'66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NomoI'4723);

3. Undang-Undang NomoI' 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 NomoI' 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang NomoI' 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan. Kedua Atas Undang-Undang NomoI' 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NomoI' 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'
5679);

4. Undang-Undang NomoI' 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 NomoI' 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'5601);

5. Peraturan Pemerintah NomoI' 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NomoI' 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'
4828);

6. Peraturan Pemerintah NomoI' 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
NomoI' 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, NomoI'4829);

7. Peraturan Presiden NomoI'8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI'77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara RepubliK Indonesia Tabun 2020 NomOI'
1781);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana NomoI' 3 Tahun 2008 ten tang .Pedonlan
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
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10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap
Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2
Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2018 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan,
Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Majalengka.

Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan
dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2021 sarnpai dengan 31
Oktober 2021.

Masa berlaku Status Siaga Darurat Beneana Kekeringan,
Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA,dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat
beneana di lapangan.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Badan
Penanggulangan Beneana Daerah Kabupaten Majalengka.
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mel3tinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 9 J~ a:>21

l:-.

BUPATI MAJALENGKA,

~I
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